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ABSTRACT

The method of development in the ““Orde Baru™ era was based on
the standardization of the model and development program without
considering the variety and local aspect from the social groups. Consequently,
it weaken the intelligence and sensitivity of the society. It will automatically
cause the paralyzing of the community power.Due to the fact, the method
of developing plan has to consider the open mind, populis, and based on
the people power and executed in a contextual and holistic method through
inductive and empiric way. The importance of planning are intended as
(a) amedia of social training to develop the human resource and expand
the networking (b) a process of amalgamating people aspiration in order
to create the new consensus among the social groups or institution and
also as a media of distributing the economic and political resource as

the commitment of being in sides with lower social groups.

Kata kunci: kontekstual, ruang lokal, modal sosial, holistik, solidaritas,
sosial.

PENDAHULUAN

Sdah saiu pdgaranyang dapat kitaambil dari pengalaman pembangunan
di masaOrde Baru adal ah bahwa carakerjapembangunan yang mendasarkan
pedapenyeragaman modd dan program pembangunantanpamempertimbangkan
keragaman dan aspek |okalitas dari kel ompok-kel ompok masyarakat telah
terbukti melemahkan kecerdasan dan kepekaan masyarakat, yang pada
gilirannyamenyebabkan pel umpuhan keberdayaan masyarakat.

Menyadari kelemahan dari mode perencanaan rasional komprehensif
ini, carakerjaperencanaan daerah kemudian mulai bergeser ke paradigma
pemberdayaan (empowerment) yang dibangun atas dasar cara berpikir
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fenomenologik. Dalam fenomenol ogi, reditasempirismerupakan entitasyang
bersifat plural dan merupakan rgjutan dari agregat-agregat yang tidak dapat
dipilah-pilah secaraparsd. Olehkarenaitu, kerjaperencanaan perlu dilakukan
secaraholistik dan kontekstual melalui carakerjainduktif-empirik.

Padadataran praksis, carakerjaparadigma pemberdayaan setidaknya
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, fokus utama
perencanaan harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat
lokal (komunitas) dalam memobilisasi sumber-sumber lokal dalam rangka
memenuhi kebutuhannya. Satuan sosial yang dipilih adalah lokalitas (ruang
lokal) sebab warga akan lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal.
Pengertian lokalitas di sini adalah tempat orang untuk berkreasi dan
mengembangkan diri. Dalamkonteksloka, wargaakan berinteraks satu sama
lain dengan intengitasyang hampir bersinggungan dan biasanyamerekaterikat
secarageografis maupun organisasional. Satuan |okalitas dapat berupaRT,
kelompok penggunaair (irigas), kelompok tani, kel ompok arisan, kelompok
pengajian, dan organisasi-organisas dimanaperkembangan dan interaksi
pribadi maupun kemasyarakatan tumbuh subur. Inisiatif dan penentuan
kebutuhan wargadibuat di tingkat |okal oleh wargasetempat melalui proses
partispatif.

Kedua, pengembangan kegiatan perencanaan harus mengakui adanya
variad, baik antar aktor yangterlibat maupun varias potens dan permasalahan
lokal. Satuan pengambil keputusan bukanlah sosok yang tunggal, melainkan
plural yang mencakup individu, keluarga, birokrasi lokal, perusahaan-
perusahaan berskalakecil, dan organi sasi-organisas kemasyarakatan |okal.
K esemua aktor tersebut akan berpartisipasi dalam memobilisasi sumber-
sumber pembangunan lokal yang sangat variatif. Manifestas dari sumber-
sumber tersebut dapat berupaketrampilan teknisyang belum digunakan secara
luas, pekerjasetengah menganggur, |ahan kosong yang bel um dimanfaatkan
secaraoptimal, danamasyarakat yang belum diputar, barang-barang bekas
yang masih dapat di daur ulang, dan sebagainya. Mengingat varias sumber-
sumber tersebut makamodel pemberdayaan yang dikembangkan bukanlah
model perencanaan cetak-biru (blue-print planning), melainkan model
perencanaan yang adaptif.

Ketiga, caramencapal tujuan bersamakegiatan perencanaan dilakukan
melalui proses pembelgjaran sosial (social learning). Pengembangan
kemampuan dilakukan melalui proses berinteraksi dalam memecahkan
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persod an bersamasecaralangsung. Komunitasdidorong secaraterus-menerus
belgar aktif melaui pengdaman empirik dan aks sehinggadapat membangun
kgpad taskomunitasdalam memahami, mengidentifikad, danmemformulaskan
potens yang dimilikinya, permasalahan yang dihadapinya, dan aternatif-
alternatif pemecahan masal ah yang perlu dilakukannya. Dalam hal ini peran
fasilitator adal ah sebagai agen perubahan dan “ organisator” dalam rangka
membantu menumbuhkan kesadaran kritis, melatih ketrampilan, dan
meningkatkan kepercayaan diri wargakomunitas. Berkaitan dengan hal
tersebut maka proses perencanaan bukan dimulal dari penentuan tujuan yang
hendak dicapai, melainkan dimulai dari kritik terhadap keadaan yang sedang
mereka hadapi. Komunitas pembel gjar demikian, di satu sisi, akan dapat
memunculkan sikap kerjayang dibutuhkan untuk meningkatkan dayasaing
merekadan meningkatkan kecerdasan kol ektif komunitas, dandisis lain, dapat
memperkokoh modal sosid (ukhuwah) antar wargadalam komunitasyang
sangat dibutuhkan dalam pengembangan komunitas.

Keempat, untuk menjamin efektivitas program, berbagai bentuk
kegiatan perencanaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus
terorganisasikan, terkoordinasikan, dan terintegrasikan dengan rapi, cermat,
dan berkelanjutan dalam satuan-satuan sosid wilayah tempat tingga . Dengan
demikian, semuakegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan masyarakat
yang terorganisasikan (organized community activities), dan bukan
merupakan fragmen-fragmen kegiatan yang terserak dan terpisah.

Berkaitan dengan pengembangan mode perencanaan yang berorientas
pemberdayaan masyarakat makakeberadaaningditus-ingditus sosa loka yang
tumbuh dari prakarsadan kebutuhan merekasendiri, sertatelah berakar ddam
komunitasmenjadi penting keberadaannya, sebagal wahanauntuk menumbuhkan
keberdayaan komunitas. Oleh karenaitu, perencanaan harusmampu menjadi
alat untuk memberdayakaninstitusi-institusi lokal tersebut sehinggadapat
berfungs efektif sebagal saranamemobilisas sumber-sumber pembangunan
loka untuk meningkatkan kesgjahteraan warga, dan sekaligus sebagal wahana
menuju terbentuknyakonsensus-konsensusbaru antar warga. Daam kerangka
seperti ini, makakerja penguatan dan advokasi masyarakat padatingkat
komunitasyang selamaini telah dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya
Masyarakat menjadi semakin penting dan strategis. Tahap selanjutnyayang
perlu dilakukan adal ah membawa satuan-satuan komunitastersebut dalam
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koalisi besar civil society. Dengan cara demikian diharapkan tiap-tiap
komunitas dapat memperjuangkan kepentingannyasecaralebih signifikan.

DARI MODAL SPASIAL KE MODEL SOSIAL

Seiring dengan bergesernya paradigma perencanaan rasional ke
paradigma pemberdayaan makatemasentral perencanaan daerah kemudian
bergeser dari temamodal spasial (spatial capital) ketemamoda sosid (social
capital). Dalam pandangan rasionalisme, wilayah dipahami sebagai modal
gpasial. Oleh karenaitu, rekayasa ruang (baca: rencana penataan ruang)
dipahami sebagal salah satuinstrumen untuk memfasilitas masuknyakegiatan
ekonomi skalabesar dalam rangkamempercepat pertumbuhan ekonomi dalam
tempo yang singkat. Dalam kerangka berpikir ini, ruang wilayah harus
dieksploitasi sebagai pusat-pusat produksi dan distribusi (growth centers)
dari kegiatan ekonomi kapitalisglobal. Padapraktiknya, kegiatan-kegiatan
ekonomi seperti ini cenderung menguras sumberdayalokal dan sebaiknya
tidak mampu memberdayakan daerah, justru cenderung mel umpuhkan daerah.
Kue keuntungan kegiatan ekonomi tersebut jauh |ebih banyak ditarik pusat,
baik dalam pengertian wilayah maupun pemilik modal. Selainitu, dengan
argumentas efisend yang dimaknai secarasepihak, nilai-nilai kearifanlokal
menjadi terabaikan bahkan cenderung dinegasikan. Oleh karenaitu, mudah
dipahami jikaakhir-akhir ini banyak masyarakat |okal yang protesterhadap
keberadaan perusahaan-perusahaan besar di daerah (seperti kasus Caltex,
Freeport, dan sebagainya) ketikakran demokratisas mulai terbuka.

Ketikawilayah dimaknai sebagai modal spasial dinilai keliru, maka
kerjaperencanaan daerah kemudian berpaling kepadakonsep modd sosidl.
Konsepmoda sosid di dalamnyamdiputi konsep-konsep kepercayaan sosiad
(social trust), norma-normasosia budayadanreligi, sertajaringan-jaringan
(networks) yang menjadi modal bersamada am pemecahan masalah bersama
secarabersama-sama.

Daam konsep modal sosial, ruang wilayah dipahami sebagai ruang
tempat teranyamnyanilai-nilai tersebut secaraintegratif. Penerapan konsep
modal sosia mengimplikasikan bahwa perencanaan tataruang dan pemba-
ngunan daerah tidak lagi dilakukan dengan caramembagi-bagi wilayahyang
lebih besar menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil melalui carakerja
deduktif, melankan dengan caramenampa kan atau menganyam satuan-satuan
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“ruang hidup” (live space) yang lebih kecil (baca: ruang komunitas) menjadi
satuan-satuan perencanaan yang lebih besar melaui carakerjainduktif.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

K eberdayaan masyarakat padadasarnyamerupakannila kolektif yang
muncul dari individu-individu yang berdayadan bersinergi. Oleh karenaitu,
kegiatan perencanaan perlu dibangun melalui proses dialektik, dari
pemberdayaan individu-individu menuju pemberdayaan ingtitus. Pengertian
institusi disini adalah hubungan antar individu, antar keluarga, dan antar
kelompok dalam masyarakat. Pada hakekatnyaantar individu diikat oleh
ingtitus yang disebut keluarga. Demikian pula, hubungan antar keluargadiikat
olehingtitus kebertetanggaan dan seterusnya. Padatingkat yang lebih mikro
nilai-nilai pengikat hubungan dapat disebabkan oleh adanyasaling percaya
(mutual trust), keyakinan keagamaan (misalnyajamaah magid), kesamaan
keturunan, kedekatan ketetanggaan, dan sebagainya. Sedangkan padatingkat
yang lebih makro ikatan-ikatan tersebut dapat berupagerakan buruh, gerakan
petani, gerakan nelayan dan sebagainya.

Pemberdayaan individu yang dimaksud adalah pemberdayaan kel uarga
dan anggota kel uarga. A pabilasetiap anggota ke uargadibangkitkan keber-
dayaannyamakaunit-unit kel uargayang berdayatersebut akan membangun
jaringan keberdayaan yang lebih luasyang disebut sebagai keberdayaan sosdl.
Ddamformat seperti ini makapengembangan kel uargasakinah yang menekan-
kan pada pembinaan ketagwaan ke uargauntuk mencapal masyarakat sgjahtera
mempunyai arti penting dalam pengembangan keberdayaan masyarakat.

Hakekat pemberdayaan individu dan kel uarga adal ah upaya untuk
menci ptakan lingkungan yang mampu membangkitkan keyakinandiri, memberi
peluang dan motivas agar setiap individu mampu meningkatkan kemampuan
dirinyameraih atau mengakses sumberdaya-sumberdayasosa bagi pengem-
bangan dan kemajuan kehidupannya. Pemberdayaan individu salah satunya
dapat ditempuh melaui pemberdayaan usahaekonomi keluarga, yang diarah-
kan kepadaproses pengembanganjaringan usshaantar keluarga, antar tetangga,
dan antar kel ompok-kel ompok masyarakat sehinggaterbentuk suatu komunitas
usaha(community enterprises), yang kemudianterkait dengan ekonomi pasar.

Sasaran dari pemberdayaaningtitus di sini adalah memberdayakan
sumberdaya-sumberdayayang dimiliki keluarga-kel uargadalam komunitas,
seperti sumberdayawaktu, ketrampilan, moda, dan sebagainya, ddamdomain-
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domainekonomi, politik, dan soso-kulturd . Penguataningtitus dapat ditempuh
secarabertahap melaui lintasan spira dari penguatan ikatan antar keluarga,
antar kelompok, dan seterusnyamenuju padadomain sosid palitik yang lebih
luas. Tahap pertama pemberdayaan institusi, salah satunyadapat dimulai
dengan memperkuat ikatan antar kel uargayang bertetangga dekat, antar
kel ompok keluargamelaui penciptaan ketergantungan yang rasiond antara
usahaekonomi dengan nilai-nilai soso-kultural (termasuk ikatan keagamaan
danikatan kel uarga) yang hidup dalam masyarakat. Tahgpan sdanjutnyaaddah
membawaketerkaitan usahaekonomi tersebut dalam domainyang lebih luas.
Padatahapanini diperlukan aktor (organizer) yang mampu mendorong dan
mengembangkan usahaekonomi padatingkat kel uargadan komunitas pada
tingkatan yang lebih luas. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diupayakan
secaraterencanaaktivis-aktivisyang mampu mengemban fungsi sebagai
organizer pengembangan ekonomi komunitas (umat).

Pemberdayaaningtitus perlu dibarengi dengan pemberdayaan politik.
Pemberdayaan politik yang dimaksud di sini adalah lawan dari pengabaian
politik (political exclusion) dan ekonomi masyarakat dalam prosespolitik
dan ekonomi nasiond . Berkaitan dengan pemberdayaan politik, masyarakat
perlu didorong untuk mengorganisir dan mengembangkan diri ddlam kodlis
besar masyarakat Spil untuk meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka
dengan kekuatan negaradan kekuatan ekonomi besar. Dengan carademikian
makamasyarakat dapat memperjuangkan aspiras dan kepentingan mereka
secaralebih signifikan. Dalam bangun segitiga negara-masyarakat sipil-
korporasi, kekuatan inti negara terletak pada lembaga-lembaga formal
kepemerintahan dan perangkat-perangkat hukum yang dimilikinyadengan
produknya berupa berbagai kebijakan publik. Kekuatan inti korporasi
(ekonomi besar) terl etk padaingtitus-ingtitus korporas ekonomi. Sedangkan
kekuatan masyarakat sipil terletak padainstitus keluargayang melebar ke
institusi sosial. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, ketigakekuatan
tersebut perlu dimobilisas dalam bangun kesaling-keterkaitan yang sinergis.
Dalam hal ini, Negaradiharapkan sebagai tulang punggung (back bone)
terciptanyasinergi dimaksud. Sedangkan kel ompok-kelompok strategis
masyarakat sipil (misalnyakoais LSM, NU, Muhammadiyah), di satusis
perlu memfungsikan diri sebagai lembagaadvokasi terhadap kebijakan-
kebijakan publik yang merugikan masyarakat, terutamakel ompok masyarakat
lemah, dandi 9 lain, perlumemfungsikan diri sebagai lembagamedias untuk
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terciptanyakesalingterkaitan yang saling menguntungkan antaraekonomi
komunitas dengan ekonomi besar.
Banyak kegiatan yang tel ah berakar dalam masyarakat yang dapat
digunakan sebagai wahanauntuk pengembangan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu strategi pengembangan patut di pertimbangkan sebaga wahana
untuk pemberdayaan masyarakat adal ah pengembangan komunitas usaha.
Selamaini komunitasusahatel ah eksisdalam masayarakat dan memberikan
sumbangan yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
lokal. Selainituternyatakegiatan-kegiatan usahaini cukup tahan terhadap
goncangan ekonomi. Beberapa contoh komunitas usahayang bergerak di
bidang industri adalah usahasepatu Cibaduyut (JawaBarat), usshatas Tanggul
Angin (Sidoharjo, JawaTimur), pengecoran Logam Batur dan Tegal (Jawa
Tengah), mebd ukiran Jepara(JawaTengah), masih banyak lagi komunitas
usahabidang industri dengan skalayang bervarias tersebar di hampir seluruh
pel osok nusantara. K egiatan komunitas usahajugaditemui dalam kegiatan
pertanian yang sebagian telah berkembang menjadi kegiatan kegiatan
agroindustri, seperti usahasalak pondoh di Sleman (Yogyakarta), apel Batu
(Maang), Rambutan di Binjei (SumateraUtara), dan masih banyak lagi.
Pengembangan kegiatan komunitas usahasesual untuk pengembangan
daIONah jamaah karenadapat berperan antaralain:
Mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan pengetahuan
yang telah berkembang dalam masyarakat, sehinggadapat merangsang
tumbuhnyakepercayaan diri, kemandirian, dan kerjasamaantar warga
komunitas.

2. Membantu pengembangan teknologi lokal (indegeneous technology)
sehinggadapat mengurangi ketergantungan teknologi dari luar.

3. Menciptakan wahanauntuk |atihan peningkatan ketrampilan sumberdaya
manusiawargakomunitas.

4. Menciptakan peluang kerjapadat karya.

5. Memperkuat basisekonomi rakyat karenamempunyai keterkaitanyang
kuat dengan sumberdayalokal.’

Dengandemikian, pengembangan kegiatan komunitasusahasdain dapeat
meningkatkan kesgjahteraan yang berbas spadakekuatan ekonomi masyarakat,
jugadapat menjadi wahanauntuk meningkatkan kuaitassumberdayamanusa
dan memperkuat solidaritassosial (ukhuwah) antar warga.
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PENUTUP

Mendasarkan padaberbagai pergeseran caraberpikir dan munculnya
kecenderungan-kecenderungan baru sebagaimanadibahas di atas, maka
orientas baru kehidupan perencanaan daerah saat ini dan dimasamendatang
nampaknyaakan mengarah kepadakerjaperencanaan yang semakinterbuka,
populis, mendasarkan diri padagerakan arus bawah, dan bersifat holistik
melaui carakerjainduktif-empiris. Oleh karenaitu, kerjaperencanaan daerah
ke depan harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, mampu
menjadi wahanauntuk pembel gjaran sosial dalam rangka pengembangan
sumberdayamanus adan memperl uasjaringan kerja. Kedua, mampu menjadi
penganyam berbagai aspiras menuju terbentuknyakonsensus-konsensusbaru
antar kelompok masyarakat maupun lembaga. K etiga, mampu menjadi sarana
untuk mendistribusikan sumberdaya ekonomi dan politik sebagai wujud
komitmen pemihakan kelompok masyarakat bawah.
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